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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan hal yang sangat esensial untuk diwujudkan di
dalam negara yang menganut paham kedaulatan rakyat (democracy).! Mekanisme pengisian
jabatan-jabatan didalam pemerintahan melalui pemilihan oleh rakyat ini merupakan salah
satu ciri negara demokratis. Doktrin kedaulatan rakyat inilah yang menjadi dasar dari negara
demokrasi modern. Dimana dalam pengertian modern, pemerintahan negara merupakan
government or rule by people.? Gagasan bahwa rakyat berdaulat dapat disimpulkan dari
kenyataan bahwa yang terbaik dalam masyarakat ialah apa yang dianggap baik oleh semua.

Konsep kedaulatan rakyat merupakan konsep dimana suatu kekuaasaan dilegitimasi
dari kehendak mereka yang dikuasai,® yaitu kehendak rakyat atau masyarakat. Setiap
wewenang untuk memberikan perintah kepada orang lain harus sesuai atau berdasarkan
dengan tatanan masyarakat yang disetujui oleh masyarakat itu sendiri.* Agar wakil-wakil

rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat tersebut harus

! Menurut Henry B. Mayo dalam buku Introduction to Democratic Theory mendefinisikan konsep

demokrasi sebagai: A democratic Political system is one in which public policies are made on a majority basis, by
representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle o
political equality and under conditions of freedom (sistem politik demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakilnya yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-
pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya
kebebasan politik). Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik,Jakarta: CV Prima Grafika, 2013, him. 117.

2Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, him. 200.
% Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama, 2019, him. 369.

* 1bid, him.370.



ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum (general election).® Oleh sebab itu,
pemilu merupakan salah satu mekanisme yang cukup ideal untuk memastikan pemerintahan
berdasarkan kehendak rakyat.

Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut konsep kedaulatan rakyat®. Oleh
sebab itulah pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah
rakyat.” Kekuasaan yang ada di dalam negara harus disadari jika ia berasal dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama
rakyat.

Dalam sistem penyelenggaraan negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar,
pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur
konstitusional yang diatur oleh Kkonstitusi itu sendiri.® Salah satu pengejawantahan dari
dianutnya konsepsi kedaulatan rakyat adalah keberadaan meaknisme Pemilihan Umum
(Pemilu) yang diakui dan diatur dalam konstitusi.

Pemilihan Umum berasal dari kata general election. Secara etimologis, di dalam
kamus Hukum Black Dictionary dimaknai sebagai pemilihan yang dilaksanakan dalam
periode waktu tertentu dan dilakukan untuk mengisi seluruh kursi (legislatif dan eksekutif).®
Di Indonesia sendiri aturan berkaitan dengan pemilu diatur di dalam UUD 1945.

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme pengisian jabatan eksekutif dan

legislatifl® melalui pemilihan langsung oleh rakyat yang memenuhi persyaratan sebagai

SJimly Asshidigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, Depok: Rajawali Pers, 2017, him.414.
6 Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dinyatakan:“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

7 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, him.58.

8 1bid.

® Bryan A. Garner (Edt), Black’s Law Dictionary, St.Paul, Minn: West Group, 1999, him.536.

10 Montesquie dalam bukunya “L’Esprit des Lois” (1748) membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang
meliputi : a. kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; b. kekuasaan eksekutif yang melaksanakan
undang-undang; dan c. kekuasaan menghakimi atau kekuasaan yudikatif. ( Dikutip oleh Hezky Firnando Pitoy,

2



pemilih!. Ketentuan mengenai pemilu tersebut diatur di dalam Bab VII B tentang Pemilihan
Umum pada Pasal 22 E ayat (1) hingga ayat (6). Merujuk kepada Pasal 22 E ayat 2 UUD
1945 disebutkan mengenai apa yang dimaksud dengan pemilu, yaitu:

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.”*?

Pemilu merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pemerintahan berdasarkan
kehendak rakyat, maka hasil pemilu yang diselenggarakan dalam keterbukaan dengan
kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mampu mencerminkan dengan
agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.'® Oleh sebab itu, penting untuk memastikan
jika pelaksanaan pemilu telah melalui prosedur yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada
dan memenuhi prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil. Pemilu bukan hanya perkara
tahapan kampanye hingga pemilihan namun pemilu juga merupakan amanat konstitusi yang
harus dijalankan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.**

Pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang demokratis
akan menghasilkan legitimasi politik yang kuat sesuai cita-cita masyarakat sebagai pemilik

suara. Pemilu yang dihasilkan secara demokrtatik juga akan mampu memberikan

Mekanisme Check and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia,
Jurnal Lex e Societatis, VVol.11/N0.5/Juni/2014, 2014, him.30.)

11 Ketentuan mengenai siapa saja yang dapat menjadi pemilih diatur di dalam Undang-Undang No 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum di dalam Bab IV tentang Hak Memilih di dalam Pasal 198 ayat (1) sampai (3), Pasal
199, dan Pasal 200.

12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

13 Miriam Budiardjo, Op.Cit., 2013, him. 461.

14 Asas-asas Pemilu ini disebutkan disebutkan di dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan: “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.”



kenyamanan, menciptakan stabilitas sosial politik, serta kesejahteraan Indonesia.’® Namun,
pada kenyataannya mewujudkan pemilu sesuai dengan amanat konstitusi bukanlah perkara
mudah. Dalam praktiknya pemilu kerap diwarnai sengketa yang menggerus prinsip nilai
keadilan dalam pemilu.

Meminjam pendapat yang dinyatakan oleh Joseph Schumpeter'® yang mengutarakan
jika Demokrasi merupakan suatu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik.
Dimana pada praktiknya mekanisme demokrasi ini menciptakan kompetisi dan situasi
kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.!” Keberadaan prosedur demokrasi yang
berupa pemilu yang memiliki sifat ‘kompetisi’ inilah yang kerap kali menimbulkan konflik
atau sengketa pada pelaksanaannya. Keberadaan sengketa di dalam proses pemilu pun bukan
hanya dikarenakan sifat dari mekanisme elektoral yang memunculkan persaingan antar
peserta saja, namun juga dikarenakan pemilu dilakukan melalui beberapa tahapan. Terjadinya
sengketa atau pelanggaran sangat mungkin terjadi di dalam setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilu. Kemungkinan tersebut bisa disebabkan oleh kecurangan (fraud), kekhilafan
(mistake), maupun strategi kemenangan pemilu yang tidak melanggar hukum tetapi
menurunkan kepercayaan publik (non-fraudulent misconduct).*8

Salah satu bentuk dari sengketa di dalam pemilu adalah sengketa yang berkaitan

dengan perhitungan suara yang didapatkan oleh peserta pemilu. Stephen A. Siegel® bahkan

15 Jimly Asshiddigie, Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013,

him.17.

16 Pendapat ini dikutip oleh Samuel P.Huntington dalam bukunya The Third Wave of Democratization In

the Late Twentieth Century (dikutip dari Sri Hastuti, “Kekuasaan Dan Demokrasi”, Jurnal Hukum No.6 Vol.3,
1996, him.81. diakes di: https://journal.uii.ac.id/lUSTUM/article/view/4968)

17 1bid.
18 Refly Harun, Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Jurnal

Konstitusi, Volume.13, Nomor 1, Maret 2016, 2016, him.5.

19 Dinyatakan oleh Stephen A. Siegel didalam tulisannya yang berjudul The Consciencetious

Congressman’s Guide to The Electoral Court Act of 1887, diterbitkan di jurnal Law Review. (Tim Penyusun Hukum

4



menyebutkan jika permasalah berkenaan dengan perhitungan suara merupakan aktivitas
tertua dalam sebuah negara bangsa di antara berbagai masalah lainnya dalam hukum tata
negara.?’

Hasil Pemilihan Umum berupa penetapan final hasil penghitungan suara yang diikuti
oleh pembagian kursi yang diperebutkan, yang diumumkan secara resmi oleh lembaga
penyelenggara pemilu acap kali tidak memuaskan peserta pemilu. Seringkali terjadi
perbedaan pendapat dalam hasil perhitungan antara peserta pemilu dan penyelengara pemilu,
baik karena kesengajaan maupun karena Kkelalaian, baik karena kesalahan teknis atau
kelemahan yang bersifat administratif dalam perhitungan ataupun disebabkan oleh faktor
humanerror.?!

Keberadaan sengketa berkenaan dengan perhitungan suara yang kerap terjadi dalam
penyelengaaraan pemilu menimbulkan urgensi untuk mengadakan suatu mekanisme untuk
memutus sengketa tersebut sebagai satu kesatuan dari tahapan pemilu. Hal ini tentu saja
penting untuk dilakukan demi menjaga integritas dari pemilu atas pemilu itu sendiri.??
Mekanisme untuk memutus sengketa tersebut harus dilaksanakan melalui suatu lembaga
yang baik secara teoritis maupun yuridis memiliki kewenangan.

Negara-negara di dunia memiliki aturan-aturan berbeda dalam memberikan
kewenangan terhadap lembaga mana yang dapat memutus sengketa perselisihan hasil pemilu.

Namun sejak pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi (Verfassungsgerichtshoft) yang

Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
MKRI, 2010, him.216).

2 |bid..

2L Jimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MK RI, 2016, him.187

2 Veri Junaidi, “Sengketa Administrasi Pemilu”, Jurnal Pemilu Demokrasi, Membangun Demokrasi
dengan Menegakkan Keadilan Pemilu, 2019, him.67.



diperkenalkan oleh Hans Kelsen,?® penyelesaian perkara-perkara konstitusi melalui
Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi tren yang mendunia. Beberapa negara kemudian
menjadikan MK sebagai peradilan yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.?

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga yang memiliki kewenangan
untuk megadili sengketa Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C ayat
(1) UUD 1945 disebutkan jika:

“Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik,
dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2°

Kewenangan untuk memutus perkara hasil pemilu yang secara konstitusional
diatribusikan kepada MK ini didasari atas bentuk perkara perselisihan hasil pemilu yang erat
kaitannnya dengan hak-hak kebebasan warganegara dalam dinamika sistem politik
demokratis yang dijamin oleh UUD 1945.2¢ Oleh sebab itu, secara konstitusional MK tidak
hanya memiliki kewenangan untuk melalukan judicial review namun juga memiliki
kewenangan yang berkaitan erat dengan dinamika sistem politik demokratis yang dijamin

konstitusi seperti pembubaran partai politik dan sengketa antar lembaga negara.

23 Secara teoritis pembentukan peradilan konstitusi merupakan model peradilan yang dikemukakan oleh
Hans Kelsen. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan suatu aturan konstitusi berkenaan dengan legislasi akan efektif
apabila terdapat organ lain diluar eksekutif dapat menguji apakah suatu produk hukum konstitusional atau tidak.
Pemikiran kelsen tersebut mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama “Verfassungsgerichtshoy:” atau
Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) yang berdiri diluar Mahkamah Agung, sehingga model ini sering
disebut dengan “The Kelsen Model”. Gagasan ini diajukan ketika Kelsen diangkat sebagai anggota lembaga
pembaharu konstitusi Austria (Chancelery) pada tahun 1919-1920 dan diterima dalam Konstitusi Tahun 1920. Inilah
Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. (Jimly Ashhidiqie dan M.Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,
Jakarta: Sekretariat Jenderal&Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, him.140.)

2 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitus, Loc. Cit.

% Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2 Refly Harun, Hukum Sengketa Pemilu Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah
Konstitusi, Jakarta: Konpress, 2019, him.42.



Sengketa pemilu yang menjadi kewenangan MK adalah sengketa hasil perselisihan
pemilihan umum, yaitu uji sahih atas hasil perhitungan suara pemilu secara nasional. Hal ini
untuk memastikan bahwa dalam menghitung perolehan suara tidak terjadi kesalahan baik
disengaja maupun tidak. Pada akhirnya putusan MK yang memberikan keabsahan perolehan
suara peserta pemilu dari perhitungan hasil pemilu secara nasional.?’

Namun, dalam praktiknya terjadi perluasan berkenaan dengan makna perselisihan
hasil pemilu, yang tidak hanya menyangkut perhitungan suara. Berdasarkan tafsiran MK
dalam Putusan nomor 41/PHPU.D-VI1/2008?® apabila terdapat pelanggaran yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang secara signifikan memengaruhi hasil pemilu
maka pelanggaran tersebut dapat diproses oleh MK.?° Hal ini berangkat dari penalaran yang
logis bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang bersifat TSM akan memengaruhi
hasil perhitungan suara. Penting untuk memastikan bahwa proses persidangan dalam
perselisihan hasil pemilu mampu untuk menghadirkan bukan saja keadilan prosedural,
namun juga keadilan subtantif atau keadilan yang sesungguhnya.

Keberadaan dari mekanisme untuk memutus sengketa pemilu bukan hanya berkenaan
dengan pemilu sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, namun pemilu juga merupakan

salah satu perwujudan pelaksanaan hak konstitusional, dalam hal ini hak atas kesempatan

27 |khsan Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaan dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: PT Rineka Citra, 2006, him.39.

28 pytusan ini menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan permohonan hasil pemilihan
umum dengan dalil telah terjadi suatu pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemastis dan masif untuk dapat
diterima, diadili dan diputus. Pada putusan ini Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwasannya Mahkamah
Konstitusi dalam memutus sengketa Hasil Perselisihan Umum tidak boleh terpasung oleh perhitungan hasil
pemungutan suara, namun Mahkamah Konstitusi harus mampu mengawal pemilihan umum sesuai amanat
konstitusi, sebagaimana ditegaskan di dalam Paragraf 3.26 putusan tersebut: “...berkenaan dengan fungsi dan tugas
dari Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi, dalam rangka menjaga konstitusi agara dilaksanakan
secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi sekaligus untuk menjaga
terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil berdasarkan Konstitusi...”

2 Abdurrachman Satrio, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai
Bentuk Judicalization of Politics, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 1, 2015.him.122.
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yang sama dalam pemerintahan.®® Hak tersebut mecakup pula hak untuk memilih (right to
vote) dan hak untuk mencalonkan diri (right to be candidate).3! Oleh karena itu adalah logis
apabila harus disediakan mekanisme bagi peserta pemilu untuk dapat menggugat apabila hak
nya dirugikan dalam proses pemilu.

Utamanya dalam kerangka negara hukum, dimana fondasi utama yang menginspirasi
perkembangan teori ini menitik beratkan kepada pembatasan kekuasaan dan perlindungan
hak asasi manusia.®? Tentu saja harus disediakan ruang yang seluas-luasnya bagi tiap tiap
warga negara yang dirugikan hak konstitusional nya atau setidak-tidaknya merasa hak
konstitusional nya dirugikan untuk mampu mendapatkan perlindungan dan pemulihan hak
tersebut.

Dalam melaksanakan proses peradilan tentu saja MK terikat dengan Hukum Acara.
Hukum Acara MK merupakan Kristalisasi dari prinsip atau asas-asas yang bersifat umum
yang menjadi bagian dari ruh peradilan konstitusi guna mencapai tujuan pelaksanaan
peradilan itu sendiri, yakni tegaknya hukum dan keadilan.® Salah satu aspek yang diatur di
dalam Hukum Acara ini adalah ketentuan mengenai kedudukan hukum (legal standing), yang

menjadi syarat formil dalam persidangan.

30 pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “Segala
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

31 Janendri M. Gaffar, Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia
terkait Penyelenggaraan Pemilu, Jurnal Konstitusi Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, 2013, him.8.

32 Achamd Edi Subiyanto, Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional, Jurnal
Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, 2011, him.708.

33 Guasman Tatawu, “Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengekta Pemilihan Kepala
Daerah, Holrev, Volume 1 Issu 2, 2017, him.158



Legal standing menurut Harjono®* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu
pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan
permohonan penyelesaian perselisinan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah
Konstitusi. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum akan menerima putusan MK
yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).®®
Adanya ketentuan mengenai legal standing ini merupakan suatu bentuk pembatasan,
dikarenakan tidak semua orang dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Aturan berkenaan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang tertuang ke
dalam Bab V tentang Hukum Acara. Berkaitan dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan
umum, undang-undang tersebut mengatur secara jelas tentang siapa saja yang memiliki legal
standing untuk dapat menjadi pemohon. Pada bagian ke sebelas berkenaan dengan hasil
pemilihan umum dalam Pasal 74 ayat (1) disebutkan jika pemohon adalah:

“Pemohon adalah:

a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dean Perwakilan Daerah
perserta pemilihan umum;

b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden; dan

c. partai politik peserta pemilihan umum.”

3 Hal ini dinyatakan oleh Harjono dalam buku berjudul: Konstitusi sebgai Rumah Bangsa Pemikiran
Hukum Harjono , S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK (dikutip dalam Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi, Op. Cit., him.98.)

% Ibid., hlm.98-99.

% Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
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Adanya ketentuan mengenai partai politik yang memiliki legal standing untuk
mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu DPR/DPRD dikarenakan partai politik
(parpol) yang menjadi peserta pemilu dalam pemilu legislatif DPR/DPRD.3’ Berangkat dari
pemahaman jika konsep legal standing merupakan hak yang dimiliki pemohon sebagai pihak
yang kepentingan hukum yang dilanggar®, maka pemohon harus memiliki suatu kepentingan
yang diatur oleh hukum terlebih dahulu.

Kendati telah terdapat aturan yang membatasi siapa saja yang dapat menjadi
pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum, nyatanya Mahkamah Konstitusi
mengakomodasi kualifikasi pemohon lain di luar dari apa yang terdapat di dalam undang-
undang. Hal ini terlihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PHPU.C-V11/2009%
tertanggal 23 Juni 2009. Putusan tersebut menunjukkan jika MK mengakomodasi adanya
permohonan dengan pemohon perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang membawa
substansi permohonanan untuk memutus sengketa antar calon legislatif (caleg) di dalam satu
partai berkenaan dengan penetapan calon terpilih.

Keberadaan kualifikasi pemohon dan substansi permohonan ini bertentangan dengan
pengaturan di dalam undang-undang mengenai siapa saja yang dapat menjadi pemohon dan
substansi apa yang dimohonkan. Undang-undang mengenal pemohon untuk hasil pemilu
DPR dan DPRD adalah partai politik selaku peserta pemilu sebagaimana disebutkan di dalam

Pasal 74 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang a quo. Sedangkan berkenaan dengan substansi

37 Pasal 22 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “Peserta

pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalah partai poitik.”

38 Refly Harun, Hukum Sengketa... ... Op.Cit., hIm.56.
39 Dalam putusan ini pemohon merupakan caleg berasal dari Partai Amanat Nasional dengan Nomor urut

11 atas nama Suharwanto yang berasal dari Dapil Il Kabupaten Semarang yang mendalilkan jika telah terdapat
pengalihan suara kepada calon nomor urut 1 atas nama Said Riswanto ST, yang dikarenakan pengalihan suara itulah
calon nomor urut 1 ditetapkan sebagai calon terpilih yang mendapatkan kursi kesatu untuk DPRD Kabupaten
Semarang Dapil Ill. Atas dasar itu pemohon meminta MK untuk memabatalkan keputusan KPU dan menyatakan
jika kursi ke 1 DPRD Kabupaten Semarang pada Dapil 111 diberikan kepada pemohon.
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permohonan haruslah “penetapan hasil pemilu yang mempengaruhi perolehan kursi partai
politik peserta pemlihan umum di suatu daerah pemilihan.”*® Pada saat itupun Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menegaskan bahwa para pihak yang
mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilu DPR dan DPRD sehingga
dapat menjadi pemohon adalah partai politik peserta Pemilu*!, bukan calon anggota legislatif
secara orang-perorangan. Meskipun pada saat itu tidak ada aturan yang memberikan hak
kepada perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk menjadi pemohon, sikap MK
tegas menunjukkan jika permohonan tersebut dapat diterima, diadili dan diputus. Hal ini
kontras dengan penyataan Mahfud MD, ketua Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya
menyatakan menolak sengketa tersebut.*?

Sikap MK yang menerima permohonan sengketa antar caleg ini pun menuai Kritik.
Salah satu kritik tersebut dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang
berpandangan jika sengketa antar caleg tersebut seharusnya bukan menjadi bentuk sengketa
yang harus disidangkan di MK, namun cukup menjadi persoalan internal partai politik yang

harus diselesaikan secara internal.*® Ataupun kritik berkenaan dengan penetapan KPU yang

40 Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan
menyebutkan jika “Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan
secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. terpilihnya calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah; b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; c. perolehan kursi partai politik peserta
pemilihan umum di suatu daerah pemilihan. (Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4316.)

41 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan jika Para pihak yang
mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah: a. perorangan warga
negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai pemohon; b. partai politik peserta Pemilu sebagai
Pemohon; c. partai politik dan partai politik lokal pesera Pemilu anggota DPRA dan DPRK Aceh sebagai pemohon;
d. KPU sebagai Termohon.

42 Lihat pernyataan Mahfud MD sebelum dimulainya peradilan perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Harian
Republika 8 Februari 2009, “MK Tolak Tangani Sengketa Caleg”, http://www.republika.co.id/berita/30245/
MK _Tolak_Tangani_ Sengketa Caleg, (diakses pada 16 Oktober 2019, diakses pada Pukul 13:42 WIB).

43 Pan Mohammad Faiz, Sengketa Antar Caleg, https://panmohamadfaiz.com/2009/06/30/sengketa-antar
caleg/ (diakses pada 16 Oktober 2019, Pukul 13:47 WIB).
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menjadi objek permohonan yang tidak bisa menjadi objek permohonan dalam sengketa
perselisihan hasil pemilihan umum karena tidak menyebabkan adanya pengaruh terhadap
perolehan kursi partai politik.** Meskipun menuai kritik, nyatanya MK pada pemilu 2009
setidaknya memutus sebanyak 14 (empat belas) permohonan sengketa antar caleg yang
diajukan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik.*

Fenomena kasus di tahun 2009 tersebut menunjukkan fakta bahwa perselisihan hasil
pemilihan umum bukan hanya sengketa antar partai politik berkaitan dengan perolehan kursi
di suatu daerah pemilihan yang menghadap-hadapkan partai politik, namun juga menyangkut
perselisihan antar perseorangan calon anggota berkenaan dengan hak mereka untuk dapat
dinyatakan sebagai calon terpilih. MK sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus
perselisihan hasil pemilihan umum nyatanya memberikan legal standing bagi perseorangan
calon tersebut.

Pada pemilu di tahun 2014, MK mempertegas sikapnya dengan memberikan
kepastian hukum bagi perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk dapat menjadi
pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Hal tersebut terlihat dari
dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman
Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Mahkamah

Konstitusi (PMK) tersebut menambahkan kualifikasi subjectum litis*® pemohon, yakni

4 Fitra Arsil, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu 2009, Jurnal Legislasi

Indonesia VVol.6 No.3 - September, 2009, hIm.130.

4 Ibid.
46 Subjectum Litis berarti para pihak. Konsep para pihak dalam perselisihan hasil pemilu tidak jauh berbeda

dengan konsep para pihak dalam perselisihan perdata yang melibatkan dua pihak, penggugat dan tergugat yang
saling berhadapan (contentius rechtspraak), dan terdapat pihak ketiga atau intervensi yang membela hak nya sendiri,
atau bergabung kepada salah satu pihak yang bersengketa. Dalam perselisihan hasil pemilu, para pihak yang terlibat
terbagi ke dalam empat kapasitas, yaitu pemohon, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan. (Rely Harun,
Hukum Sengketa......Loc.Cit.)
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memberikan legal standing bagi pemohon perseorangan calon anggota DPR dan DPRD.
Penambahan kualifikasi pemohon tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan
jika:

“Pemohon dalam perkara PHPU adalah:

a. partai Politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

b. perseorangan calon anggota DPR dan DPRD vyang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai
politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

c. partai politik local peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan
DPRK;

d. pereorangan calon anggota DPRA dan DPRK yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai
politik lokal peserta Pemilu yang bersangkutan;

e. perseorangan calon anggota DPD pesera Pemilu. '

Oleh sebab itu di tahun 2014 teradapat kategori perselisihan baru yang sebelumnya
belum pernah ada dalam sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif DPR dan DPRD.
Kategori baru dalam sengketa pemilu yang muncul pada tahun 2014 tersebut adalah
perselisihan antar individu calon legislatif (caleg) dalam satu internal partai.*® Merujuk pada

penelitian yang dilakukan oleh Perhimpunan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di

tahun 2014 terdapat 118 dari 716 permohonan yang diajukan ke MK merupakan permohonan

47 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

48Simon Butt, The Constitutional Court and Democracy in Indonesia, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2015,
him. 313.
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sengeketa pemilu legislatif yang berkaitan dengan sengketa antar caleg dalam satu partai
politik.*°
Pada pemilu selanjutnya MK kembali mempertegas keberadaan pemohon
perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk dapat menjadi pemohon di dalam
perselisihan hasil pemilu. Hal itu terlihat dari substansi Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Angggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalam
Pasal 3 ayat (1) menyebutkan jika:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf a adalah
a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisiang keanggotaan DPR dan DPRD
b. Perseorangan Calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang
sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang
bersangkutan.
c. Partai Politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan
DPRK
d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik
Lokal yang saa yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua
umum dan sekretaris jenderal lainnya dari Partai Politik Lokal yang

bersangkutan. ">

49Jim Della-Giacoma dan Veri Junaidi, “See You In Court”, https://www.newmandala.org/see-you-in-court/
(diakses pada 10 Oktober 2019, Pukul 21:34 WIB)

%0 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Angggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah.
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Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK a quo menyebutkan bahwa perseorangan calon anggota
DPR dan DPRD memiliki legal standing untuk menjadi pemohon dalam sengketa
perselisihan hasil pemilihan umum. PMK Nomor 2 Tahun 2018 tersebut bahkan memberikan
hak bagi perorangan calon untuk langsung mengajukan permohonan sebagai perseorangan
caleg dan permohonan tersebut bukan lagi diajukan oleh parpol.>! Keberadaan fakta hukum
tersebut semakin terang menunjukkan jika MK telah melakukan perluasan terhadap
kualifikasi subjectum litis pemohon dengan memberikan legal standing bagi perseorangan
calon anggota DPR dan DPRD untuk dapat menjadi pemohon dalam sengketa perselisihan
hasil pemilihan umum.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan
penelitian  melalui  penyusunan  skripsi dengan judul “LEGAL STANDING
PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM SENGKETA

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM.*

B. Rumusan Masalah
1. Apakah yang melatar belakangi Mahkamah Konstitusi memberikan legal standing
bagi perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum ?

51 Bandingkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2014

tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Angggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah.
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2. Bagaimanakah akibat hukum pemberian legal standing bagi perseorangan calon
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

sengketa perselisihan hasil pemilihan umum?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang pemberian legal standing bagi
perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pemberian legal standing bagi
perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.

D. Manfaat Penelitian
Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan serta
pemikiran bagi perkembangan teori ilmu hukum berkenaan dengan legal standing khususnya
legal standing perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum sehingga

pemikiran yang dituangkan dalam penulisan ini dapat menambahkan khazanah pandangan
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keilmuan berkenaan dengan legal standing perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sengketa perselisihan hasil pemilihan umum,
hingga kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran bagi
Mahkamah Konstitusi mengenai legal standing perseorangan calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan dari
Mahkamah Konstitusi.

b. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi legislatif dan eksekutif dalam
membuat instrumen hukum yang mengakomodasi perkembang legal standing
bagi perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.

E. Kerangka Konseptual
1. Teori Negara Hukum

Secara historis, konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan
dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu rechstaat yang dikembangkan antara lain oleh
Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fitche. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika
konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan The Rule of Law yang dipelopori oleh
A.V. Dicey.>?

Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara
konsep rechstaat dengan konsep rule of law, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini

tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep

52 Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, him.130.
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itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia.>

Konsep negara hukum erat kaitannya dengan istilah nomokrasi (homocratie) yang
berarti penentu dalam peneyelenggaraan dalam kekuasaan negara adalah hukum.®*
Kekuasaan yang dimiliki oleh para penyelenggara negara bersumber dan tunduk pada
hukum. Fungsi dari kekuasaan penyelenggara negara adalah untuk menjalankan hukum
tersebut untuk menegakkan ketertiban dan perlindungan kepada masyarakat.

Salah satu inti paling penting dari teori negara hukum adalah adanya perlindungan
hak asasi manusia (protection of fundamental rights). Hal ini dikarenakan kepentingan paling
mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai
manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan salah satu materi inti dari naskah
undang-undang dasar negara modern.>®

Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut konsepsi negara hukum.
Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dituangkan di dalam Konstitusi UUD
1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.

Konsepsi negara hukum di Indonesia mengandung konsep prismatik negara hukum,

yakni penggabungan antara unsur-unsur baik dari berbagai konsep yang berbeda ke dalam

satu konsep yang menyatu (integratif) yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan

perkembangan zaman.®’

% Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, him.81.

5 Jimly Asshiddigie, Loc.cit.

5 Achamd Edi Subiyanto, Op. Cit., him.708.

% pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5Moh Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2011, him.52.
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Penggabungan dari berbagai konsepsi negara hukum yang diadopsi secara integratif
di Indonesia, terlihat dalam beberapa hal. Contohnya, bahwa konsep negara hukum Indonesia
menerima prinsip keadilan hukum di dalam rechstaat sekaligus prinsip rasa keadilan dalam
rule of law, serta nilai spiritualitas dari hukum agama.®®

Paradigma penegasan konsepsi negara hukum di Indonesia pasca amandemen UUD
1945 ialah menegaskan untuk secara konsekuen menguatkan fungsi-fungsi kekuasaan
kehakiman sebagaimana tertulis di dalam Pasal 24 ayat (1), penegasan tentang hak
memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1),
serta pembangunan hukum yang harus di dasarkan oleh keadilan dan kebermanfaatan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H.

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat ini diawali oleh teori kontrak sosial yang di cetuskan oleh J.J.
Rosseau yang menyatakan bahwa dalam suatu negara, natural liberty telah berubah menjadi
civil liberty dimana rakyat memiliki hak-hak nya. Kekuasaaan rakyat sebagai yang tertinggi
dalam hal ini disalurkan melalui pewakilan berdasarkan suara terbanyak (general will volonte
generale).®® Sumber kekuasaan berasal dari rakyat yang memberikan mandatnya kepada
penguasa untuk menjalankan kekuasaan negara

Pengertian kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan pengertian perjanjian
masyarakat dalam pembentukan asal mula negara. Negara terbentuk karena adanya
perjanjian masyarakat. Kedaulatan rakyat sebagai ajaran yang terakhir dipraktekkan pada

negara-negara modern dinilai sebagai ajaran yang terbaik selain ajaran kedaulatan yang

%8 |bid.
% Mohammad Yudi, Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD NRI 1945,
Maksigama Jurnal Hukum, Tahun 19 Nomor 1, 2016, him.27.
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lainnya. Hal ini dikarenakan rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan
kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat.°

Teori kedaulatan rakyat berangkat dari paham jika suatu kepercayaan ideologis
maupun keahlian khusus tidak lantas memberikan hak kepada kelompok yang memilikinya
untuk menguasai masyarakat.%! Kekuasaan harus berdasarkan kesamaan semua anggota
msyarakat sebagai manusia dan warga negara, berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang
atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain. Haus dikatakan
bahwa wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan dan
persetujuan para warga masyarakat sendiri.?

Secara sederhana, kedaulatan rakyat dapat diartikan kekuasaan tertinggi ada di tangan
rakyat.%® Konsepsi ini menekankan kepada konsepsi sumber kekuasaan negara yang bersal
dari rakyat. Sehingga rakyat memilik power atau kekuasaan untuk menentukan jalannya
kekuasaan negara.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, paham kedaulatan rakyat termaktub di
dalam UUD 1945, yakni terdapat di Pasal 1 ayat (2). Pasal tersebut menegaskan jika
Indonesia mengadopsi paham kedaulatan rakyat dalam menjalankan sistem pemerintahan.
Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-undang Dasar tersebut, ditindaklanjuti oleh
peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan yang

mengakomodasi pengaturan terkait dengan kedaulatan rakyat ialah undang-undang

8 Mohammad Faisal Ridho, “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”, Adalah
Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 8e, 2017, him.80.

81 Franz Magnis-Suseno, Op. Cit., hIm.368.

82 Ibid, him.369.

®Nike K Rumokoy, Kedaulatan dan kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di
Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat, Vol XVII No 1 Edisi April-Juni, 2009, him.96.
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menyangkut Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah® beserta aturan-aturan
terakit lainya.

Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat.
Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat (people’s sovereignty) merupakan konsep tertinggi yang
memastikan bahwa kekuasaan peemerintahan (the power of government, de macht van de
overhead) harus dibatasi.®®

Sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemilu harus
diwujudkan dengan demokratis dan mampu untuk memenuhi rasa kejujuran dan keadilan.®®
Prasyarat untuk mewujudkan ini adalah dengan menjaga independensi dari lembaga
penyelenggara pemilu dan menciptakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

3. Konsep Keadilan Pemilu (Electoral Justice)

Dalam perkembangannya konsep keadilan pemilu memiliki arti yang sangat luas.
Konsep Keadilan Pemillu atau Electoral Justice merujuk kepada prinsip untuk menjamin
kemurnian hak pilih®" warganegara. Secara garis besar konsep keadilan pemilu berarti
mengharuskan tiap tindakan, prosedur dan keputusan yang diambil berkenaan dengan proses
pemilu sesuai dengan aturan-aturan hukum internasional maupun hukum nasional.®® Konsep

ini juga memastikan jika tiap-tiap hak warganegara untuk memilih diberikan dan dilindungi.

8 Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

8 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: Kencana, 2018, him.18.
% Ida Budhiati, Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis, MMH, Jilid 42,

No. 2, April, 2013, hIm.273

7 Menurut C.S.T Kansil hak pilih merupakan Hak warganegara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan

umum disebut sebagai hak pilih, yang terdiri tari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih)
(dikutip dari http://eprints.uny.ac.id/23563/4/4.%20BAB%20I1.pdf (diakses pada Selasa 16 Oktober, pukul 11:57
WIB)

8 JesGs Orozco-Henriquez,dkk., Electoral Justice: The International IDEA handbook, Sweden:

Internationa IDEA, 2010, him.9.
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Salah satu unsur penting dalam konsep keadilan pemilu adalah adanya ruang
pengakomodasian bagi siapapun yang merasa hak untuk memilih dan terpilih nya telah
dicederai, untuk mendapatkan ruang menggugat dan mendapatkan kepastian melalui putusan
pengadilan.®®

Hal penting dari paradigma keadilan pemilu adalah adanya jaminan terhadap hak
pilih. Jika hak pilih warga negara termanipulasi oleh peserta pemilu maka sistem keadilan
pemilu harus mampu mengembalikannya. Bahkan jika penyelenggara pemilu telah lalai
mengakomodasi hak pilih, maka tidak ada alasan untuk tidak mengembalikan hak pilih itu
sendiri. Begitu juga dengan pelanggaran, manipulasi dan kecurangan yang menyebabkan
hilang serta tidak berartinya hak pilih, harus diberikan sanksi dan dilakukan upaya untuk
mengembalikan hak tersebut. Intinya, hak pilih warga negara mesti dijamin dan terjaga
kemurniannya.”®

Untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem keadilan pemilu yang
komprehensif dan efektif, harus memperhatikan ketiga periode dalam siklus pemilu, yaitu
prapemilu, pemilu, dan pasca pemilu’t. Terdapat tiga jenis mekanisme utama penyelesaian
sengketa pemilu, yang terdiri dari dua mekanisme yang sifatnya korektif dan satu mekanisme
informal. Ketiga jenis mekanisme tersebut adalah sebagai berikut?:

a. Mekanisme formal atau korektif seperti mengajukan dan memproses gugatan
pemilu. Mekanisme ini menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah

atau mengakui adanya penyimpangan dalam proses pemilu.

8 Ibid.

" Tim Redaksi, Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA, “Membangun Demokrasi
dengan Menegakkan Keadilan Pemilu” Jurnal Pemilu&Demokrasi, 2011, him.84.

" 1bid.

72 |bid., him.86.
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b. Mekanisme penghukuman atau punitif, seperti kasus pelanggaran pidana.
Mekanisme ini akan menghasilkan sanksi baik badan maupun individu yang
bertanggungjawab atas penyimpangan tersebut, termasuk tanggung jawab
pidana atau administrasi pemilu.

c. Mekanisme informal/alternatif, yaitu mekanisme yang dapat dipilih pihak-pihak
yang bersengketa.

4. Konsep Perimbangan Kekuasan (Check and Balances)

Konsep Perimbangan Kekuasaan erat kaitannya dengan perkembangan sejarah
ketatanegaraan berkenaan dengan paham pemisahan kekuasaan. Konsep Perimbangan
Kekuasaan ini berangkat dari pemikiran jika tidak cukup untuk melakukan pemisahan
kekuasaan (separation of power), namun harus pula diadakan pembagian kekuasan
(machstverdeling atau distribution of power), yang menekankan kepada pentingnya
pembagian fungsi bukan pembagian lembaga dan ajaran check and balances yang
menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antara berbagai
lembaga negara.”

Membangun hubungan antar lemabaga negara melalui mekanisme saling mengawasi
dan mengendalin merupakan upaya penataan sistem ketatanegaraan untuk memastikan tidak
terjadinya pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara saja. Apalagi, The central
goal of a constitution is to create the precondition for well-functioning democratic order.
Dengan pernumpukan kekuasaan pada satu institusi negara, kehidupan ketatanegaraan yang

lebih demokratik tidak mungkin diwujudkan.”

8 Ridwan H R, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, him.12.
4 Tutik, T. T, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945. 2011, Jakarta:
Kencana,hlm.18.
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Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah pada sistem checks and
balances ditandai dengan adanya amandeman Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 yakni lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga
negara lainnya. Indonesia membagi kekuasaan pemerintahan kepada eksekutif yang
dilaksanakan oleh Presiden, legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan yudikatif
oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.”

Salah satu bentuk Perimbangan Kekuasaan antar lembaga berkaitan dengan legislasi
adalah dengan keberadaannya lembaga Mahkamah Konstitusi. Pemikiran berkenaan dengan
pembentukan lembaga ini digagas oleh Hans Kalsen. Kalsen beranggapan jika pelaksanaan
konstitusionalitas tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain
badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu hukum itu konstitusional atau
tidak, dan tidak memberlakukannya jika sesuai dengan pendapat orang ini tidak
konstitusional.”

F. Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas dan agar lebih
konkrit, maka penulis akan memberikan batasan permasalahan dan pembahasannya pada hal-
hal yang terjadi berkaitan dengan latar belakang legal standing perseorangan calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sengketa
perselisihan hasil pemilihan umum dengan meneliti fenomena baik yuridis, sosiologis
maupun historis sejak pemilihan umum 2009 hingga 2014, dan juga dampak hukum terhadap
adanya legal standing bagi perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut.

5 Indra Rahmatullah, Rejuvinasi Sistem Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di
Indonesia,Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No.2 Desember 2013, 2013 ,hIm.216
76 Jimly Asshidigie dan Ali Safa’at, Op. Cit., ,him.139.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti merupakan jenis penelitian hukum normatif.

Menurut Jhony Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.’’

Logika keilmuan hukum dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin

ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Pendapat ini diperkuat oleh Peter Mahmud

yang menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan

aturan hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”® Hal ini

sesuai dengan karakteristik perspektif ilmu hukum. Artinya data yang diperoleh oleh penulis

bersumber dari hasil penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini yakni :

a.

Pendekatan Undang-undang (Statute Approach), Pendekatan Undang-
undang ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti
dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Pendekatan perundang-
undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari
adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan
undang-undang lain.”

Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dilakukan untuk
memberikan sudut pandang atau analisa penyelesaian permasalah dengan

menilik konsep-konsep hukum hingga nilai-nilai yang terkandung di

"Jhony Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, 2006, him. 47.
8peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Pranadamedia Group, 2012, him. 35.

“Ibid, him. 93.
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dalam penormaan sebuah aturan yang melatar belakanginya. Pendekatan
konseptual ini bersumber dari pandangan-pandangan atau doktin-doktrin
yang berkembang di dalam ilmu hukum.®® Dengan kata lain, penulis
memerlukan pandangan atau doktrin yang relevan tentang alasan
munculnya legal standing calon anggota legislatif dalam sengketa
perselisihan hasil pemilihan umum berserta dampaknya terhadap
penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah
Konstitusi.

Pendekatan Historis (Historical Approach) Pendekatan ini dilakukan
untuk memahami sejarah atau filosofi aturan hukum yang berkembang
hingga memahami dan menelaah latar belakang dan perkembangan
pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Melalui pendekatan ini
penulis hendak melihat dan menganalisis filosofi perkembangan legal
standing dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di
Indonesia.’!

Pendekatan Kasus (Case Approach) yakni pendekatan yang menganalisis
alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada
keputusannya®?. Pendekatan ini mencoba untuk melakukan telaah kasus
berkenaan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan
dengan legal standing perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam perselisihanhasil

pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

81bid.
81bid,hIm. 166.
8 1bid, him.158
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Perwakilan Rakyat Daerah. Hal yang ingin di dapat melalui pendekatan ini
ialah dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam
memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi untuk
memecahkan masalah hukum yang ada.
3. Bahan Hukum
Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang
terdiri dari :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas, dalam hal ini bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim.® Dengan demikian penulis dalam menggunakan
bahan hukum primer akan mengacu pada perundang-undangan nasional Indonesia yang
berlaku dan putusan-putusan hakim, antara lain :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

8Jbid, him. 181.
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d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata
Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PHPU.C-VI11/2009.

b. Bahan Hukum Sekunder
Adanya bahan hukum sekunder inilah yang akan membantu penulis memahami atau
menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari dari buku-buku
hukum tata negara, artikel ilmiah, dan kasus-kasus hukum yang relevan dengan penelitian

ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas legal standing
perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.®* Dengan demikian penulis
dalam menggunakan bahan hukum tersier akan mengacu kepada tulisan-tulisan, buku,
artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

studi kepustakaan (library research), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara

menyelusuri sumber-sumber keperpustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan,

8bid.,hIm. 181.
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buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-
dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis setelah bahan hukum dikumpulkan
selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah mengidentifikasi, mengolah dan
menganalisis, lalu kemudian disusun dalam suatu bentuk karya dengan menggunakan metode
penelitian kualitatif. Karena sebagian sumber bahan hukumnya hanya menggunakan Data
sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (library research). Data seknder ini terdiri
menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan
hukum tersier.8®
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan dari hasil akhir penelitian yang disusun sesuai
dengan tujuan penelitian dan penelitian ini dilakukan secara deduktif, karena bertolak
belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada
suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Hasil analisis penelitian ini yang bersifat umum
dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab

permasalahan.

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul-Pres, 2008, him.51.
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernurm
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5588).

Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6190).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara
Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam

Perkara Perselisinan Hasil Pemilihan Umum Angggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Perwakilan Rakyat Daerah.
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